
BUPATI SUMENEP 
PROPINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP 

NOMOR 2 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERLIN DUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUMENEP, 

a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkedaulatan 
rakyat mengamanatkan negara mempunyai 
tanggungjawab untuk memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta 
mewujudkan keadilan so sial bagi seluruh rakyat 
Indonesia; 

b. bahwa untuk menghindari terjadinya alih fungsi lahan 
pertanian pangan dan untuk meningkatkan 
ketahanan pangan di Kabupaten Sumenep yang 
merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten 
Sumenep untuk mewujudkan swasembada pangan; 

c. bahwa alih fungsi lahan pertanian merupakan 
ancaman produksi pangan yang dapat menimbulkan 
kegagalan produksi pangan sehingga Pemerintah 
Kabupaten Sumenep berkewajiban mengantisipasi 
dan menanggulangi melalui bantuan regulasi. 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur 
(Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 1950 Tentang Perubahan Dalam 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan 
Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 
2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5068); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan 
Leinbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 
Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 
Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288); 



9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 
Tahun 1993 tentang Penyediaan Tanah untuk 
Pembangunan dan Kepentingan Umum; 

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 
Tahun 2003 ten tang Kebijakan Nasional di Bidang 
Pertanahan; 

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 
Tahun 2012 tentang Penye1enggaraan Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 
2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang 
Daerah; 

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 tahun 2012 
tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan 
Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Jawa Timur; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang wilayah 
Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10). 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP 

dan 

Menetapkan 

BUPATI SUMENEP 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN 
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN. 



BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep. 
3. Bupati adalah Bupati Sumenep. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai un sur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu 
lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang 
mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan 
hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh 
manUSla. 

7. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha 
pertanian. 

8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian 
yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara 
konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, 
ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. 

9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan 
potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan 
ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan 
dating. 

10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan 
proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, 
memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan 
pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. 

11. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya 
pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan danl atau hamparan Lahan 
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta un sur penunjangnya 
dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, 
ketahanan dan kedaulatan nasional. 

12. Pertanian Pangan adalah us aha manusia untuk mengelola lahan dan 
agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan 
manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan Serta 
kesejahteraan rakyat. 

13. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam 
negeri yang di~ukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu 
menjamin pemenuhankebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah 



tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang 
terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam 
sesuai dengan keragaman lokal. 

14. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah 
tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah 
maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. 

15. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara 
mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin 
hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi 
masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai 
dengan potensi sumber daya lokal. 

16. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap Warga 
Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan 
Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan. 

17. Pangan Pokok yang selanjutnya disebut pangan adalah segala 
sesuatu yang be:rasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, 
yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi 
manusia. 

18. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan 
fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun semen tara. 

19.Insentif adalah pemberian penghargaan yang diprioritaskan kepada 
petani yang mempertahankan dan tidak mengalih fungsikan lahan 
pertanian pangan berkelanjutan. 

20. Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW 
adalah hasil perencanaan tata ruang. 

21. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang selanjutnya disingkat 
RDTRK adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah 
kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten. 

22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka 
panjang Kabupaten Sumenep untuk periode 20 (dua puluh) 
tahun. 

23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan jangka 
menengah Kabupaten Sumenep untuk periode 5 (lima) tahun. 

24. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Sumenep untuk periode 
1 (satu) tahun. 



----- - --------------------------

BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 

Pasa12 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
diselenggarakan berdasarkan asas: 
a. manfaat; 
b. keberlanjutan dan konsisten; 
c. keterpaduan; 
d. keterbukaan dan akuntabilitas; 
e. kebersamaan dan gotong-royong; 
f. partisipatif; 
g. keadilan; 
h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; 
1. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; 
j. desentralisasi; 
k. tanggungjawab Pemerintah Daerah; 
1. keragaman; dan 
m. sosial dan budaya. 

Pasa13 

Berkelanjutan 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
diselenggarakan dengan tujuan: 
a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara 

berkelanjutan; 
b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara 

berkelanjutan; 
c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; 
d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; 

e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan 
masyarakat; 

f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; 
g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang 

layak; 
h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan 
1. mewujudkan revitalisasi pertanian. 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasa14 

Ruang lingkup Perlindungan Lahan 
Berkelanjutan meliputi: 

Pertanian Pangan 










































